
 

BUPATI TABANAN 
 

PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 3 TAHUN 2014 

   
TENTANG 

  

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 

11, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan 

perlu menetapkan Tata Cara Permohonan dan 

Pembayaran Retribusi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

6. Undang – Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun  
2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 2), Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 
 

 

: 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

IZIN GANGGUAN 

  
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian perijinan tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum 
yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi. 

6. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

7. Gangguan adalah kegiatan usaha yang menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

8. Ijin gangguan adalah ijin yang diberikan bagi kegiatan 
usaha yang menimbulkan dampak kepentingan dan 

pencemaran lingkungan. 

 



 

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 

terutang. 

10.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga 

dan/atau denda. 

  

Pasal 2 
 

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh bendaharawan 

khusus penerima yang ditunjuk oleh Bupati 

(2) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 3 

 

Pembayaran terhadap Izin Gangguan dilaksanakan pada 
saat pengambilan Izin dengan menggunakan Tanda Bukti 

Pembayaran berupa Kwitansi. 

 
Pasal 4 

 

(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 

ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilakukan setelah Ijin diterbitkan oleh Badan Penanaman 

Modal dan Perijinan Daerah. 

 

Pasal 5 

    
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 wajib dilakukan secara tunai dan lunas. 

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat 
lain/ unit pelayanan terpadu dengan menggunakan 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti 
pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar 

penerimaan retribusi daerah. 

 
Pasal 6 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) 

setiap bulan dari retibusi yang terutang atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
  

 



Pasal 7 
       

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan 

didahului Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi 

retribusinya yang terutang. 

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. 

 

 
Pasal 8 

  

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali 

apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana 

dibidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib 

Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 
 

 

Pasal 9 
 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 

dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang 

retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

 



Pasal 10 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tabanan. 
 

 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal  13 Januari 2014 

 

BUPATI TABANAN, 
 

 

 
NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 

 

 
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 
 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR  

 


